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Elawang s

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA GAH

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 7 TAHUN 2

usi sebagai bentuk pembinaan dan
arkan oleh Pemerintah Daerah;

layai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Trayek;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);



4.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor ntang Pemerintahan
Daerah (Lembaran nesia Tahun 2004
Nomor Republik Indonesia
eberapa kali terakhir
08 tentang Perubahan
Tahun 2004 tentang
a Republik Indonesia
aran Negara Republik

tentang Perimbangan
emerintahan Daerah
n 2004 Nomor 126,

hun 2009 tentang Lalu Lintas dan
ra Republik Indonesia Tahun 2009
n Negara Republik Indonesia

ng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3529);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik onesia Tahun 1993
Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara R k Indonesia Nomor
3530);

15.Peraturan Pe
Keuangan

tentang Pengelolaan
blik Indonesia Tahun
ra Republik Indonesia

005 tentang Pedoman
an Pemerintah Daerah
un 2005 Nomor 165,
ia Nomor 4593);

2006 tentang Jalan
ndonesia Tahun 2006 Nomor 86,
publik Indonesia Nomor 4655);

Tahun 2007 tentang Pembagian
emerintah, Pemerintahan Daerah

esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.



Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bangka Tengah.

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu
di bidang retribusi daerah sesuai denga raturan perundang-
undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpula

kesatuan baik yang

s w

dal yang merupakan
maupun Yyang tidak
terbatas, perseroan
ha Milik Negara atau

erkumpulan, yayasan,
organisasi yang sejenis,
dan usaha lainnya.

atau barang dari satu
kendaraan.

u lintas umum.

rgerak di jalan, terdiri
bermotor.
kendaraan ng digerakkan oleh
da kendaraan itu.

etiap kendaraan bermotor yang

adalah su
raan bermo
bermotor

yang dapat

idak langsung.
tiap kendaraan bermotor yang

an jaringan khusus seperti angkutan antar jemput, anak
sekolah, angkutan karyawan dan angkutan antar permukiman.

13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil penumpang umum, yang mempunyai
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap
maupun tidak berjadwal.

14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam wilayah
Kabupaten Bangka Tengah.

15. 1zin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus
dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi.



20. Surat Ketetapan Retribusi
selanjutnya disingkat SKRDLB
menentukan jumlah kelebih

Lebih Bayar yang
t keputusan yang
tribusi karena jumlah
I terhutang atau tidak

21. selanjutnya disingkat

an retribusi dan atau

h surat keputusan atas
terhadap pemotongan
n oleh Wajib Retribusi.

Kabupaten Bangka

giatan untuk mencari,
erangan lainnya untuk

mengulji an kewajiban' Retribusi dan untuk
tujuan lai laksanakan ketentuan perundang-
undangan

ana di bidang retribusi adalah
ukan penyidik Pegawai Negeri Sipil
t Penyidik, untuk mencari serta
ng dengan bukti itu membuat terang tindak
di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya;

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
izin trayek dari Pemerintah Daerah.

BAB Il

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin
yang diberikan, jumlah kendaraan dan jenis angkutan penumpang
umum.

2 Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan p ola jaringan trayek
yang ditetapkan dengan Keputus upati.

PAN STRUKTUR

struktur dan besarnya
enutup sebagian atau
in trayek.

ujuan untu
n pemberian

ayat (1), meliputi
gawasan di lapangan, penegakan
ya dampak negatif dari pemberian
izin trayek.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan
jenis, jumlah dan daya angkut kendaraan yang digunakan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan sebagai berikut :
1. mobil bus (jJumlah 26 seat keatas) : Rp 300.000,-/5 tahun;
2. mobil bus (jumlah 16 s.d. 26 seat) : Rp 250.000,-/5 tahun;
3. mobil bus (jumlah 10 s.d. 15 seat) : Rp 200.000,-/5 tahun;
4

. mobil penumpang (s.d. 9 seat) :  Rp 150.000,- / 5 tahun;
dan
5. Kendaraan Khusus : Rp 200.000,- / 5 tahun.
BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
6



BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN IZIN TRAYEK

Pasal 10

(1) Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai
kendaraan bermotor untuk usaha angkutan penumpang umum
wajib memiliki Surat Tanda Bukti Izin Trayek dari Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata cara pemberian Surat Tanda Bukti
Bermotor sebagaimana dimaksud pada a
dengan Peraturan Bupati.

Trayek Kendaraan
, diatur lebih lanjut

yetoran retribusi serta bentuk, isi,
nyampaian SKRD sebagaimana
at (2), diatur lebih lanjut dengan

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI
KEBERATAN

Pasal 13



(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
dan Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
diterbitkan, kecuali apabila jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan ini
di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi per
dimaksud pada ayat (2) dan ayat ), tida
keberatan, sehingga tidak digertim

atan sebagaimana
nggap sebagai surat

ana dimaksud pada
di luar kehendak atau

jiban membayar retribusi

tanggal iterima harus memberi keputusan atas
keberatan iaj dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

Ketent ' dimaksud pada ayat (1), adalah untuk

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terhutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 15

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.



(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan  pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaks
dilampaui dan Bupati tidak memberik uatu keputusan,
permohonan pengembalian retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRD i alam jangka waktu

pada ayat (2), telah

(4) Apabila
lebiha

g Retribusi lainnya,
ana dimaksud pada
elunasi terlebih dahulu

tribusi sebagaimana
ka waktu paling lama

Retribusi dilakukan
(dua) bulan, Bupati memberikan
en) sebulan atas keterlambatan
an retribusi.

lebihan pembayaran Retribusi

Pasal 17

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. Masa Retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.



(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh
Bupati.

BAB Xiil
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIH

rang dibayar ditagih dengan

ngan Surat Teguran.

ibusi diatur lebih lanjut

ngka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
I, kecuali apabila Wajib Retribusi

Q) K arsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditangguhkan apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau;
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.
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(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan ghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsg seba ana dimaksud pada
ayat (1).

3) Tat etribusi yang sudah
kedaluw ran Bupati.

(1) Pejabat
Daerah

il tertentu ditlingkungan Pemerintah
us sebagai yidik untuk melakukan
ang Retribusi* Daerah sebagaimana
ng Nomor 8 Tahun 1981 tentang

ana dimaksud pada ayat (1),

mengumpulkan dan meneliti keterangan

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
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memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

—e

(3) Penyidik  sebagaimana  dimaksudkan dalam ayat (1),
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVii
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

pada waktunya atau
tratif berupa bunga
tribusi terhutang yang
nggunakan STRD.

Dalam hal Wajib Retribusi 4
kurang memb i

10 Peraturan

imaksud pada ayat (1), adalah

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaiieiundangkan.

Agar setiap orang da a, memerintahkan
pengundangan Peraturan i enempatannya dalam
Lembaran Da

0 Maret 2010

A TENGAH,

ABU HANIFAH
Diundangkan di Koba
pada tanggal 3§ Juli 2010

SEKRETARIS DA
KABUPATEN BAN AH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 116
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